
串間田淵Ⅲ

WALI KOTA SIBOLGA

pRovlNs重suMATERA u皿RA

pERATURAN DAE孤H Ko皿s量BOLGA

NOMOR 3皿HUN 2o24

TENTANG

pERUBAHAN ATAs pE孤TURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 20 1 7 TEN船NG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimb孤g　:　a. bahwa berdasarkan Peratu｢孤Daerah Nomor I Tahun 2017

tenta皿g Pembentuka皿Perangkat Daerah Kota Sibolga telah

ditetapkan sus皿an dan pembentukan perangkat daerah

Kota Sibolga;

b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan pelay三nal?

Rumah Sakit Daerah yang dibentuk sebaga王unit org紬isasi

bersiぬt khusus, bebe｢apa ketcntuan dalam Peraturan Daerah

No皿or 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Kota Sibolga

perlu diubah;

c･ bahwa berdasark紬pertimbanga皿　sebaga王mana dimaksud

pada humf a da皿humf b, perlu menetapk紬Peratura皿

Daerah tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1

tahun 2017 tent弧g Perangkat Daerah Kota Sibolga;

Mengingat　: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

暮ndonesia Tahun 1945;

2･ Undang-Unda皿g Nomor　8　Drt･ Tahun 1956　tentang

Pe皿bentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam

Lingkungan Daera血　Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Repub止k Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3･ Und紬g-Und紬g Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemehntah狐Daerah (しe皿baran Negara Republik重ndonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan Lembaran Negara

Republik　賞ndonesia Nomor　5587) sebagaim紬a telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9　Tahun　2015　tentang Pembah紬　Kedua Atas Undang-

Und弧g Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemehntahan Daerah

(Lembaran Negara Republik賞ndonesia Tahun 20 15 Nomor 58,

Tambah弧　Lembaran Negara Rcpubl庇　暮ndoncsia Nomor

5679);

4. UrL血ng- U融ang...



4･ Und孤g-Und劃g Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad皿inistrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014　Nomor 292, Tanbahan Lembaran Negara Republik

宣ndonesia Nomor 5601);

5･ Unda皿g-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Pera血ran Peme正ntah Pen幾組ti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 ,

Ta皿bahan Lembar紬　Neg紬a Republik Indonesia Nomor

68与6);

6･ Undang-Undang Nomor　8　Tahun　2023　tentang Provinsi

Sumatera Utara (Irembar Negara Republik Indonesia Tahun

2023　Nomor　55, Tambahan Le皿baran Negara Republik

重ndonesia Nomor 6864);

7･ Undang-Und紬g Nomor 20 Tahun 2023　tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023　Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia Nomor 6897);

8･ Peraturan Pcmcrintah Nomor 18　Tahun　2016　tent餌g

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2016　Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Peme正ntah Nomor 72 Tahun 20 19 tent紬g

Pembah孤Atas Peraturan Pe皿ehntah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

量ndonesia Tahun　2019　Nomor 187, Tambahan Lcmba丁an

Negara Republik重ndonesia Nomor 6402);

9･ Pera血r種n Daerah Nomor　1　Tahun　2017　tent紬g

Pembenしuk紬　Perangkat Daerah Kota Sibolga (鵬mba重an

Daerah Kota Sibolga Tahun　2017　Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 20 17 Nomor 12);



PasalI

Beberapa ketentu紬d粗am Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1

Tahun　2017　tentang Perangkat Daerin Kota Sibolga (Lembaran

Daera血Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebaga王berikut :

1 ･ Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebaga上berikut :

Pas瓢1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng紬:

1･ Daerah ad血ah Kota sibolga.

2･ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan umsan

Pemerintahan oleh Pemerintch Daerah dan Dewan Pewakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas

Pemb紬tuan dengan p轟nsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik　量ndonesia

sebagaim紬a dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Repub鴨k暮ndonesia Tahun 1945.

3･ Pemerintah Daerah ad瓢ah Kepala Daerah sebaga王　unsur

pcnyelenggara Pemehntaha皿　Daerah y紬g memimpin

pelaksanaan umsan pemerintahan yang me巾adi kewen紬gan

daerah otonom.

4･ Wa量i Kota ad瓢ah W瓢i Kota Sibolga.

5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu W瓢i Kota

dan Dewan Perwakilan Rakyat D aerah dalam

penyelenggaraan Umsan Pemerintahan yang menjadi
kewenanga皿Daerah Kota.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang

disebut deng狐nama la血adalah Perda Kota.

7･ Ums孤Peme正ntahan adalah kekuasaan pemerintahan yang

me可adi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakuk劃　○○eh Ke皿ente轟an Negara dan penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan,

dan mensejahterakan masyarakat.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya

disingkat DPRD Daerah Kota adalah DPRD Kota Sibolga.

9. Se虹etariat Daerah Kota ad瓢ah adalah Sekretariat Daerah

Kota Sibolga.

10. Sekrctahat DPRD Kota adalah Sekretahat DPRD Kota Sibolga.

1 1.量nspektorat Daerah Kota ad血ah Inspektorat Kota Sibolga.

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Sibolga.

13. Badan Daerah adalah Bad紬Daerah Kota Sibolga.

14･ Kecamat紬adalah Kecamatan di Kota Sibolga･

15. Unit Pelaksana Teknis Daera血yang selanjutnya disingkat

UP丁D adalah org狐isas宣yang me重aks狐akan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

pada Dinas atau Badan Daerah.

2.Ke捷'nt標an...



2･ Ketentuan pasal 6 diubah, schingga berbunyi sebagai be轟kut:

Pasal6

(1) Pada Dinas atau Badan Dae重ah dapat dibentuk UP丁D,

(2) UprD dibentuk untuk melaks紬akan kegiatan te血is

operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(3) Pembentukan U門D sebagaimana dimaksud pada ayat　用

dan ayat (2) ditctapk紬deng紬Peraturan Wan Kota setelah

dikons山tasikan secara tenulis dengan Gubemur sebagai

wakil Peme正ntah msat.

3･ Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(I) Selain U門D sebagaim紬a di皿aksud pada Pasal 6 ayat (1)

terdapat Up富D di bidang pendidik狐　berbentuk satu孤

pcndidikan.

(2) Satuan pendidik劃　sebaga王m紬a dimaksud pada ayat (1)

berbentuk satuan pendidikan formal dan non-formal.

4･ Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

( i) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UprD

sebagaim狐a dimaksud pada Pasal 7 terdapat重叫皿ah sa虹t

um皿Daerah sebagaj unit organisasi be｢s王ねt khusus sc巾a

pusat kesehat孤masyarakat sebagai unit org紬isasi bersぬ臆t

血ngsional, yang membe丘k孤layanan secara profesional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mmah sakit umum Daerah memiliki

otono皿i dalam pengelolaan keuangan din　barang m亜k

Daerah serta bidang kepegawaian.

(3) Ketcntuan lebih la垂ut mengenai struktur organisasi tugas

血ngsi d紬tata ke互a ｢umah sakit umum Daerah d紬pusat

kesehatan皿asyarakat diatur lebih la可ut dengan peratur孤

Wali Kota.

5. Ketentu狐pas血9 diubah, sehingga berbunyi sebagai be正kut:

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah　血i mulai ber重aku, UprD yang

terbentuk sebelum diundangkanya Peratur紬Daerah ini tetap

melaksanakan tugasnya sampa王dengan ditetapkamya Peraturan

Wali Kota tent紬g pe皿bentuk劃UprD.

6. Keきe7ituan…



6･ Kctentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai behkut:

Pasal 10

(1) Wali Kota dalam melaks狐akan tugasnya di b狐tu oleh 3

(tiga) bid狐g Star Ahli.

(2) Ketentuan lebih la可ut tentang nomcnmatur, uraian tugas

dan tata kerja Star Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur deng紬Peraturan Wali Kota.

7. Ketentuan pasal 1 1 diubah, se軸ngga berbunyi sebaga王berikut:

Pasal11

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah

出angkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai deng孤

peratu｢an pemndang-undang狐.

(2) P匂abat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di劃gkat

dan ditetapk紬berdasark紬ketentuan peratu重紬pemndang-

undangan.

(3) Jabatan Perangkat Daerah Kota:
a･ Sekretahs Daerah mempakan jabat狐　eselon　事I.a atau

jabatan pimpinan tinggi pratama;

b-　Sekreta止s DPRD,暮nspektur Daerah, Asisten Se血etaris

Da_erah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Wali Kota,

Direktur Rumah Sa閣t Umum Daerah Kelas日me重upakan

jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

c. Sekretahs　工nspektorat Daerah, Inspektur Pembantu,

Se血eta丘s D血as, Se虹etahs Bad孤, Kepala Bagian,

Camat, Wakil Direktur Rumah Sa貼t Umum Daerah Kelas

8　皿empaka皿　jabatan eselon Ill.a atau jabat劃

admini strator;

d. Kcpala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris

Keca皿at劃, Kep血a Bagi紬　d狐　Kepala Bidang pada

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas 8 mempakan jabatan

eselon Ill.b atau jabatan administrator;

e. Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah,

Se虹etahat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala

Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaks紬a

Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sek工etahs

Kec劃atm Tipe 8, Kep血a Seksi pada Kec劃atan, Kepala

Subbagian pada Rumah Sakit Daerah dan Kepala Seksi

pada Rumah Sa虹t Daerah皿e｢upak狐jabatan eselon IⅤ･a

atau jabatan pengawas;

f. Kepala Unit Pelaks狐a Teknis pada Dinas da皿　Badrn

Kelas巳, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis

Dinas dan Bad紬　Kelas A, Kepala Subbagian pada

Kec劃at狐, Se血etahs Kelurah紬dan Kepala Seksi pada

Kelurahan mempakan jabatan eselon量V.b atau jabatan

pengawas ;

9. Kepala Unit Pelaksana Te血is Daerah yang berbentuk

satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru

atau pa皿ong belajar sesuai dengan ketentu劃peraturan

pemndang-undangan; din
h. Kepala Unit Pelaksana Teknis y皿g berbentuk pusat

kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional

tenaga kesehat狐y紬g dibehkm tugas tambah紬.

8, Ke!eutztan.



8･ Ketentu劃ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 13

(I) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peratur孤　Daerah Kota Sibolga Nomor　9　Tahun　2008

tent弧g Ums狐Pe皿erintaha皿y紬g皿e垂adi Kewenang紬

Peme正ntah Kota Sibolga;

b. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretahat Dew狐Pe｢waknan Rakyat Daerah Kota Sibo重ga

sebagaimana telah diubah dengan Peratur劃Daerah Kota

Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 tent狐g Pembahan Atas

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretahat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sibolga;

c. Peratur劃Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Kota Sibolga sebagaim狐a telah diubah beberapa kali,

tera皿ir deng紬Peratur紬Daerah Kota Sibolga Nomor 10

Tahun　2012　tenta皿g Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun　2008　tcntang

Org狐isasi din　Tata Ke重ja Dinas-Dinas Daerah Kota

Sibolga;

d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada

Peme正ntah Kota Sibolga;

e. Peratur紬Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Ker]a Kelurahan pada

Pemer血tah Kota Sibolga;

f. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor　3　Tahun　2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Sibolga;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peratura皿　Daerah Kota Sibolga Nomor 12　Tahun　2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kota Sibolga sebagaimana tela血　beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 20 12

tenta皿g Pembah狐　Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Organisasi d紬Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, masih tetap

berlaku.

(3) Semua ketentuan yang mengatur tent劃g organisasi

perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan

pengatur紬nya dengan Peratura皿Daerah ini･

9. Ketentuan Pas瓢14 dihapus.

Pαsal上手..



Pasal重工

Peratur劃Daerah ini mula王be丁laku pada t紬ggal diundangk狐.

Agar sctiap orang mengetahuinya, meme正ntahkan pengundangan

Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Ko屯Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 17 J紬uah 2024

wAL賞Ko皿s工BOLGA,

dto.

JAMAしUDDIN POHAN

Diund狐gkan di Sibolga

pada t孤ggal 17 Januari 2024

sEKRE恥R工s DAERAH Ko皿slBOLGA,

dto.

MHD. ⅤusuF BATUBA孤

LEMBARAN DAERAH Ko船slBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 67

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA S重BOLGA, PROVINS萱

SUMATERA UTARA (3-34/2024)


